BAB 111
KELUARGA BERENCANA DAN PROBLEMATIKA

HUKUMNYA

A. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu langkah-langkanh atau suatu
usaha kegiatan yang disusun oleh organisasi-organisasi KB dan merupakan
program pemerintah untuk mencapai rakyat yang sejahtera berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan kesehatan.

Keluarga Berencana (KB) atau Pamily Planinng (Planned
Parenthood) atau Tandhimu al-nasl adalah pengaturan keturunan, yaitu
pasangan suami istri yang menmpunyai perencanaan yang kongkrit
mengenai kapan anak anaknya diharapkan akan lahir.*

Keluarga Berencana (KB) adalah mengatur jumlah anak sesuai
dengan keinginan dan menentukan kapan ingin hamil. Jadi KB adalah suatu
usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kelahiran
dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia

dan sejahtera.

'Chujaimah T, Yanggo, A. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam
Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet. Ke-2, h. 142.
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Keluarga berencana menurut WHO Expert Comite, (1992) adalah
tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk
mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindrkan kelahiran yang tidak
diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur
interval di antara kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam
hubungan dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam
keluarga.

KB (family planning) berarti pasangan suami istri yang sudah
memeiliki perencanaan yang matang kapan anaknya akan lahir dan berapa
banyak anak yang dicita-citakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi
negaranya. Pengertian KB di atas sejalan dengan pengertian istilah bahasa
Arab yang disebut dengan Tanzim an-nasl yaitu pengaturan keturunan.?

Keluarga Berencana (KB) dalam pengertan sederhana adalah
merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas
persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk
menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk
memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya
dan masyarakat. Ini meliput hal-hal sebagai berikut: (1) menjarangkan anak
untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak; (2)

pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman; (3) mengatur

“Marmi, Buku Ajar Pelayanan KB, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 84.
$Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2017) h. 20.
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jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk

kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.”

Sejarah Keluarga Berencana di Indonesia

Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berhasil mengatasi
beberapa hambatan terbesar, dan sukses merangkul kaum moralis agama
(MUI), selain itu Soeharto menandatangani Pimpinan Dunia Deklarasi
Keendudukan pada 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi
jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk
Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Pada 1970 terjadi
peningkatan status dari LKBN menjadi dewan koordinasi (BKKBN) dengan
ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.’

Di masa pemerintahan Orde Baru tersebut, yakni antara era 1970-an
hingga dekade 1990-an, program KB menjadi program pokok pemerintah,
bahkan mutlak. Pada waktu itu, negara tampak begitu gencar menekan laju
pertumbuhan penduduk, dengan pertumbuhan penduduk yang terkontrol
pemerintah berharap dapat dengan mudah melakuan pemerataan ekonomi.
keseriusan pemerintah Orde Baru terhadap Program KB mendapatkan

penghargaan internasional pada tahun 1989 dari PBB.

* Sabrur Rohim, Argumen Program Keluarga Berencana (Kb)Dalam Islam, Jurnal
llmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 1, No. 2, (Surakarta, 2016), Fakultas Syari'ah IAIN
Surakarta,h. 149.

> Marmi, Buku Ajar Pelayanan KB..., h. 59-60.
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Dalam perjalanan program keluarga berencana (KB) sempat
meredup, hingga pada 1992, pemerintah kembali mencanangkan program
KB melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dengan visi gerakan
KB melangkah lebih maju lagi. Upaya untuk menghidupkan program KB
sebenarnya telah dilakukan masa pemerintahan Megawati. Melalui Kepres
Rl No 103/2001 Tanggal 13 September 2001, pemerintah ketika itu
mempertahankan BKKBN sebagai penunjang keberhasilan pembangunan
daerah. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
tahun 1999, program KB mengemban misi menjalankan perinsip-perinsip
International Conference Depelovmen (ICPD) Kairo, yang mengajak kaum
pria ikut bertanggung jawab dalam KB. Berlanjut ke masa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebenarnya rumusan program KB era
SBY ini tidak jauh berbeda dengan rumusan pemerintahan sebelumnya,
namun Peresiden memberikan penekanan menyeluruh pada upaya
peningktan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia
perkawinan, pengaturan kelahiran, Pembinaan (pendidikan) ketahanan

keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.®

¢ Marmi, Buku Ajar Pelayanan KB..., h. 61-62.
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Pada perjalanannya program keluarga berencana KB di Indonesia

mengalami kemajuan dan kemunduran, ini terbukti KB pada masa

pemerintahan Orde Baru sangat diperhatikan keberlangsungannya hingga

pemerintahan pada masa itu mendapatkan penghargaan internasional atas

keberhasilan program tersebut di Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB). Namun pada pemerintahan era Reformasi pengawasan terhadap

program KB seakan mulai mengendur.

C. Tujuan Keluarga Berencana

1.

2.

Tujuan Umum

Untuk mewujudkan visi dan misi proram KB yaitu membangaun
kembali dan melestarikan fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program
KB pada masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas tahun
2015.
Tujuan Khusus

Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan
keluarga kecil yang bahagia, sejahtera melalui pengendalian
pertumbuhan penduduk Indoneia. Menciptakan penduduk yang
berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Sarwono (1999), tujuan program KB adalah

untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS)
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yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui
pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia.’

Program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu
dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera melalui
pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia
sehingga menciptakan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia
yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan lain dari program KB adalah untuk memperoleh kesempatan
yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih
bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi
dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial, pendidikan, ceramah,
ibadah dan lain-lain. Seorang ibu jangan sampai habis waktunya untuk hanya
mengurus satu anak berikutnya, sehingga melalaikan kewajiban lainnya.
Lebih jauh, tujuan KB adalah untuk mempersiapkan secara dini sejumlah
anak yang memungkinkan bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya,
baik fisik maupun mentalnya, agar dapat mandiri saat anak itu dewasa.
Faktor dominan dalam hal ini adalah agar anak mendapat pendidikan yang
tinggi dan akhlak mulia yang diperoleh dari rumah tangga seperti
dicontohkan orang tuanya. Tujuan-tujuan ini akan lebih mudah dicapai

apabila suatu keluarga relatif kecil, yang secara ekonomis lebih mudah

” Marmi, Buku Ajar Pelayanan KB..., h. 84-85.
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dijangkau, dan secara psikologis akan ada ketenangan serta mawaddah wa
rahmah antara suami istri. Hal ini merupakan pendidikan dasar bagi anak-
anak.’?

Kesimpulan dari Tujuan Program KB adalah memperbaiki kesehatan
dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa. Mengurangi angka
kelahiran untuk menaikan taraf hidup rakyat dan bangsa. Memenuhi
permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk
upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta

penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi.’

D. Macam-macam Metode Kontrasepsi
1. Metode Amenorea Laktasi (MAL), adalah kontrasepsi yang
mengandalkan pemberian air susu ibu (ASI). MAL sebagai kontrasepsi
bila menyusui secara penuh (full breast feeding), belum haid, umur bayi
kurang dari 6 bulan dan setelahnya dilanjutkan dengan pemakaian
metode kontrasepsi lainnya. Cara kerja metode ini adalah dengan
penundaan/ penekanan ovulasi. MAL mempunyai keuntungan sebagai

kontrasepsi yaitu efektivitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan

8Abdurrahman Qadir, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1996), h. 145.
® Marmi, Buku Ajar Pelayanan KB..., h. 85.
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pasca persalinan), segera efektif, tidak perlu pengawasan medis, tidak
perlu obat atau alat dan tanpa biaya.

Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA), untuk menggunakan
metode ini ibu harus belajar kapan masa suburnya berlangsung. Metode
ini akan efektif bila dipakai dengan tertib dan pasangan secara sukarela
menghindari senggama pada masa subur ibu (ketika ibu tersebut dapat
menjadi hamli), atau senggama pada masa subur untuk mencapai
kehamilan.

Senggama terputus, adalah metode keluarga berencana tradisional, di
mana pria mengeluarkan alat kemaluannya (penis) dari vagina sebelum
pria mencapai ejakulasi.’

IUD, adalah kepanjangan dari Intra Uterine Device yang sering diartikan
alat kontrasepsi dalam rahim (AKDRT). Adalah alat yang dipasang pada
dinding rahim wanita untuk menghalangi pertemuan sperma dengan
ovum. Oleh karena itu, alat ini dipasang di dinding rahim wanita. Bentuk
seperti cincin dari logam dan dikelilingi benang sutra. Tapi cara ini
sekarang sudah disempurnakan bentuk dan bahan-bahannya dengan
memakai bahan pelastik seperti polithelene. IUD dipasang 2 atau 3 hari
sesudah haid atau 3 bulan sesudah melahirkan. Pemasangannya

dilakukan oleh juru rawat wanita atau dokter laki-laki atas seizin

19 Cholil Nafis, Fikih Keluarga..., h. 61-64.
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suaminya. Setelah pemasangan IUD diperlukan adanya kontrol karena
IUD ini dapat mengakibatkan side effect atau komplikasi, seperti
pendarahan, mules-mules. Berdasarkan pengalaman dan percobaan
ternyata IUD dinilai sebagai alat kotrasepsi yang sangat efektif dan
berdasarkan penelitian tingkat kegagalannya sangat kecil sekali. Side
effect yang diakibatkan 1UD juga tidak begitu berbahaya.

. Pil, yaitu berupa tablet yang berisi progestin dan progresteren yang
bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan
melakukan perubahan pada endometerium. Bahan tersebut mengandung
hormon dalam kadar rendah, tapi mampu menimbulkan kontra indikasi
yang cukup berarti, kecuali terhadap wanita yang mengidap penyakit,
seperti kangker payudara, penyakit kuning atau liver, penyakit pada
pembuluh darah, hipertensi, varises diabetes atau asma. Sebaiknya pil ini
tidak digunakan oleh wanita yang belum berumur 18 tahun yang masa
haidnya belum teratur dan wanita yang telah berumur 35 tahun atau yang
sedang menyusui anaknya karena akan mengganggu pembentukan air
susu ibu.

. Suntik, yaitu menginjeksikan cairan kedalam tubuh wanita yang dikenal
dengan cairan devo provera, net den dan noristerat. Cara kerjanya adalah
mencegah terjadinya ovulasi, menipiskan endomertrin, sehingga nitasi

tidak mungkin terjadi dan memekatkan lender serviks sehingga
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menghambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis. Kontra
indikasi tidak boleh disuntikan kepada wanita yang sedang hamil,
mengidap tumor ganas, penderita jantung, paru-paru, liver, hipertensi,
dan diabetes. Efek sampingnya adalah kemungkinan terganggunya haid,
kepala pusing , mual, jerawatan, rambut rontok, berat badan naik dan
alergi.

7. Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul dari
lipatan siku ysng diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-
kira 6 sampai 10 cm. Efek sampingnya sama dengan suntik tapi daya

tahannya mencapai lima tahun."*

E. Problematika Hukum Keluarga Berencana
Dalam memahami makna KB, banyak ulama yang sepakat akan
persetujuannya dalam arti membolehkan dan menurut para ulama
kontemporer, pendapat yang paling popular dikalangan mereka yang
berkenaan dengan masalah pengaturan kelahiran anak ini, terhimpun dalam
dua pendapat, Berikut ini beberapa pandangan ulama berkaitan dengan
dengan keluarga berencana, terbagi kepada ulama yang membolehkan dan

ulama yang melarang. Diantaranya ulama yang membolehkan adalah :

' Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer...h. 32-34.
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1. Syekh Sayyid Sabiqg (Saudi Arabia, 1968). Dalam kitab populernya figh
As-Sunnah, la mengizinkan penggunaan kontrasepsi, khususnya apabila
si suami sudah mempunyai keluarga besar, apabila ia tidak sanggup
membesarkan anak-anaknya secara tepat, apabila istrinya lemah atau
sakit-akitan atau telah berkali-kali hamil atau apabila ia miskin. la
menerangkan selanjutnya bahwa dalam beberapa situasi seperti itu, para
juris bukan saja mengizinkan kontrasepsi melainkan memerintahkan
dengan tingkat mandud ilaih. Untuk mendukung pendapatnya ia
mengutip beberapa hadits tentang al- ‘az7.*?

2. Syekh Yusuf Al-Qardhawi (Qatar, 1980). la berpendapat bahwa Islam
membolehkan kaum muslim merencanakan keluarga karena alasan-
alasan yang sah dan kebutuhan yang diakui. Metode umum kontrasepsi
di zaman Nabi SAW. Adalah coitus interruptus atau senggama terputus.
Para sahabat Nabi SAW. Melakukan praktek ini di masa ketika Al-
Qur’an sedang diwahyukan. Syekh Yusuf Al-Qardhawi memberikan
alasan mendukung KB vyaitu:

a. Khawatir kalau beranak atau melahirkan membahayakan kesehatan si

ibu.

12 Cholil Nafis, Fikih Keluarga..., h. 51.
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Khawatir kalau bebean menanggung anak-anak menyulitkan
keuangan keluarga, sampai-sampai orang menerima atau melakukan
sesuatu yang haram untuk memenuhi kebutuhannya.

Khawatir kalau kesehatan atau pertumbuhan anak terganggu.
Khawatir kalau anak yang baru merugikan anak yang sedang

menyusu.

3. Syekh Ahmad Al-Sharabassi (Mesir). la mengatakan kontrasepsi

dibolehkan pada keadaan-keadaan berikut:

a. Untuk memberikan kesempatan bagi wanita beristirahan antara dua

kehamilan.

. Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki penyakit yang dapat

ditularkan.
Untuk melindungi kesehatan wanita. Sebagai contoh jika seorang
wanita sedang menyusui, maka akan berbahaya bagi keduanya jika

dia mengandung lagi.

. Jika keuangan suami tidak mencukupi untuk membiayai lebih banyak

anak.*

3 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer..., h. 22-23.
4 Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi Kontrasepsi..., h. 64.
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Berdasarkan penjelasan di atas KB diperbolehkan karena samata
mata untuk menghidari kemudharatan dalam keluarga baik dari ekonomi,
kesehatan maupun pendidikan. Selaian itu pelaksanaan KB juga berdasarkan
pertimbangan kesejahtraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan
negara. Sebab jika pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat
dimasa mendatang dapat menderita. Oleh karena itu pemerintah menempuh
suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan
pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, dengan mengadakan program

keluarga berencanaa (KB,) untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat.
Sedangkan ulama-ulama yang mengharamkan KB adalah:

1. Abu A’la Al-Maududi, menurut pendapatnya, pada hakikatnya KB
adalah untuk menghindari dari ketentuan kehamilan dan kelahiran
seorang anak manusia. Larangan ini didasarkan kepada firman Allah

SWT :

(Vo & alsily. . (i.i\.f:;} 5_(5)}5;:)2_ ’é‘l‘;i:f’f;i-(*uﬁ o gagzyj
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‘... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena
takut kemiskinan. Kami akan member rizki kepadamu dan kepada

mereka... < (QS. Al-An’am: 151)*.

Ayat di atas dikuatkan dengan firman Allah SWT yang lain:

oz

pes s 082308 By 85 au o2 ol s S gl
CARE)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang

besar.” (QS. Al-Israa: 31).

Ayat ini diyakini sebagai dalil untuk tidak melakukan KB,
dengan melakukan KB menyebabkan tidak terjadinya pembuahan sel
telur pada wanita oleh sel sperma pada pria maka secara tidak langsung
membnuh anak yang kelak akan dilahirkan. Dan juga menganggap
bahwa yang melakukan KB dengan motivasi takut akan kemiskinan atau
takut tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya sama halnya

dengan kurang yakin terhadap Tuhan sang pemberi rizki.*®

15 Al-Qur’an Cordoba, Terjemahan..., h. 148.
1® Maslani, Hasbiyallah, Masail Fighiyah Al-Hadisyah Al-Hadisyah, Figih

Kontemporer, (Bandung: Sega Arsy, 2009), h. 66.
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2. Prof. Dr. M. S. Madkour Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas
Hukum, dalam tulisannya antara lain: “bahwa beliau tidak menyetujui
KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau
berpegang kepada perinsip: “hal-hal yang mendesak membenarkan

perbuatan ‘[erlarang”.17

Kelompok yang tidak setuju dengan KB memegang secara lahiriyah
kandungan Al-Qur’an yang menyerukan untuk mengembangkan keturunan
dan berpegang pada teks ayat bahwa Allah menjamin rizki mereka dan
berpegang pada teks hadits yang menganggap bahwa nabi akan berbangga

jika umatnya banyak.

“Dan tidak ada sauatu binatang melata pun di bumi melinkan Allah
lah yang member rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang
itudan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata

(Lauhul Mahfuzh) (QS. Huud : 6).%8

7 M. Ali Hasan, Masail Fighiyah Al-Hadisyah pada Masalah-Masalah
Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 37.
18AI-Qur’an Cordoba, Terjemahan..., h. 220.
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Kemudian juga berdasarkan hadits Nabi SAW. Beriukut :

U g ale B Lo B ) 0570 5w A ) Sl oy il e
A 36 sl sibdd nags - Qks B0k G BB e s
(Ol o) olyy) 3l p5 9\535\“

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu ia berkata : “Dahulu
Rasulullah SAW selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau
sangat melarang kami untuk membujang (Tidak mau menikah untuk selama-
lamanya). Beliau bersabda : “Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh
kasih sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada kiamat kelak, aku akan
berbangga dihadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak.” (H.R.
Ibnu Hibban).

Hadits ini dijadikan dasar oleh penganjur banyak anak yang
menganggap nabi Muhammad SAW. Akan berbangga jika umatnya
mempunyai jumlah lebih banyak dibandingkan dengan umat para nabi
terdahaulu.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga
Berencana (KB) yang dibolehkan syari‘at adalah suatu usaha
pengaturan/penjarangan kelahiran atau wusaha pencegahan kehamilan
sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu
untuk kepentingan (mashlahat) keluarga. Dengan demikian KB di sini

mempunyai arti sama dengan tanzhim an-nasl (pengaturan keturunan).

Sejauh pengertiannya adalah tanzhim an-nasl (pengaturan keturunan), bukan
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tahdid an-nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (za 'gim)dan

aborsi (isqath al-haml wa al-ijhadh), maka KB tidak dilarang.*®

8Cholil Nafis, Fikih Keluarga..., h. 40.



